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 ISU ATAU PERMASALAHAN 

Bongkar pasang kementerian bukan sejarah baru dan memang bukan hal aneh. Perombakan 
kementerian atau kabinet adalah buah wajar dari perubahan zaman dan kepentingan nasional. Presiden 
Joko Widodo berencana mengubah nomenklatur kementerian dengan meminta persetujuan DPR. 
Dalam surat tertanggal 30 Maret, Presiden meminta pertimbangan DPR ihwal pembentukan Badan Riset 
dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebagian besar tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi 
(Kemenristek) akan dilaksanakan BRIN. Presiden berpandangan perlu untuk menggabungkan sebagian 
tugas dan fungsi Kemenristek ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga 
menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.  
 
Presiden juga memberitahukan DPR terkait rencananya membentuk Kementerian Investasi untuk 
semakin meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Rencana mengubah Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi sudah santer sejak 2019.  
 
Peleburan Kemenristek ke dalam Kemendikbud mengundang tanya sebab Presiden Jokowi pada 2014 
memisahkan Kemendikbud dari Pendidikan Dikti (Dikti) dan dilebur di bawah Kementerian Riset dan 
Teknologi. Kini, Presiden berniat menggabungkan lagi Dikti di bawah Kemendikbud. Begitu juga 
pembentukan BRIN sebagai badan otonom perlu dipertimbangkan secara matang sebab riset dan 
inovasi menjadi landasan pembangunan ekonomi ke depan.  
 
Kegiatan riset dan inovasi yang terintegrasi sebagai rumah para ilmuwan diperlukan untuk membentuk 
ekosistem riset dan inovasi di negeri ini. Kegiatan riset dan inovasi yang sudah berjalan jangan sampai 
berhenti di tengah jalan. Pembentukan BRIN diperintahkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2019. Presiden sesungguhnya sudah membentuk BRIN dengan Perpres 74/2019. Disebutkan 
bahwa Kepala BRIN dijabat oleh Menteri Riset dan Teknologi. Persoalan muncul karena Perpres 74/2019 
itu berlaku sampai 31 Desember 2019. Dengan demikian, sejak 2020 hingga kini, keberadaan BRIN tanpa 
landasan hukum. 
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